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ABSTRAK 
 

 

Jeri Handaka/222012116/Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum 

Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana 

alokasi umum terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh variabel pajak daerah 

dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung daerah. Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan dana alokasi umum 

sedangkan variabel terikat adalah belanja langsung. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun yaitu 

dari tahun 2015 sampai 2017. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelusuran literatur. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dana 

alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, pajak 

daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama memliki pengaruh yang 

signifikan terhadap belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. Besarnya pengaruh dari dua variabel ini yaitu Pajak Daerah dan 

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 41.7%. 

Sedangkan sisanya 58.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat 

UUD 1945, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemeritahan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh 

rakyat dalam rangka terwujud nya pembangunan Nasional. Dalam UU No. 32 

Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan 

asas desentralisasi. 

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas 

desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas 

desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan 

mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan 

Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber 

pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan 

yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan 

Pemerintah Daerah (Halim, 2004). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 

rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan 
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batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2004). APBD juga diartikan 

sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan 

menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka 

daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus 

urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan 

konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara 

mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif 

dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor 

publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan 

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, 

Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2004). 

Era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan di 

berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan publik ini 

diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka 

usaha di daerah. Harapan ini tentunya dapat terwujud apabila ada upaya serius 

(pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). 

Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang 

lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan 
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kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain 

memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang 

berbeda-beda. 

Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda 

tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan 

kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup 

besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat 

memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 

tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah 

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak 

daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos PAD 

dalam Laporan Realisasi APBD. Sumber pendapatan daerah meliputi, Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok 

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma 

dalam penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana 

Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola 

sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang 

hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terlatak pada aspek 
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akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelalola sumber-sumber 

ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah) 

menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 

2002). Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan public (public service) dan memajukan 

perekonomian daerah. 

Otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih 

mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu 

Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, 

transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama 

Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh 

Pemerintah Daerah ”dilaporkan” diperhitungan anggaran. Tujuan dari transfer 

ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan 

menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri 

(Maimunah, 2006). 

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk 

pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan 

mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan 

sumber daya alam. Di samping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah 

Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan 
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semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari 

Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah 

dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. 

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil 

berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar 

daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam 

(SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan 

Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan 

pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata 

dari masing-masing daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004). 

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara 

pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, 

Dana Alokasi Umum dijadikan instrumen horizontal imbalance untuk 

pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum 

dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika 

daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, 

alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa 

dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya 

data, belum ada standar pelayanan minimum masing masing daerah, dan 

sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). 
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Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan 

kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. 

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan 

untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Kawedar, et.al 

(2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah 

Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian 

obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau 

Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan 

yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka memudahkan 

penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut 

kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Menurut Halim (2004) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak 

memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 

Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan 

secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa serta belanja modal. 

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan 

sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, 

dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil 
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keputusan atas nama prinsipal. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan 

kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen 

tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Menurut 

Halim dan Abdullah (2006), menyatakan teori keagenan dapat diterapkan 

dalam organisasi sektor publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada 

serangkaian hubunngan prinsipal-agen. Tidak adanya kesinkronan dalam hal 

utilitas merupakan hal yang muncul akibat permassalahan keageanan yang 

berasal dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Penyusunan APBD 

diawali dengan adanya kesepakata antara eksekutif dan legislatif tentang 

Kebijakan Umum APBD dan plafon anggaran yang akan menjadi untu 

pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dnn anggaran belanja. 

Hal ini dapat terlihat di Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 

Kabupaten dan 4 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan 

pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah 

lainnya. Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam 

mengatur serta rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya. Posisi 

keuangan daerah dapat dilihat dari APBD, yang merupakan perencanaan 

keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran 

daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun 

anggaran. 

Berikut ini realisasi pajak daerah, dana alokasi umum dan belanja 

langsung daerah pada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan untuk periode tahun 2015 sampai 2017: 
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Tabel I.1 

Realisasi Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 

Periode Tahun 2015-2017 (dalam Jutaan Rupiah) 
 

 

Dari data realisasi di atas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki belanja 

langsung yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Belanja langsung 

terbesar di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015-

2017 dimiliki oleh Kota Palembang dan diikuti oleh Kabupaten Muara Enim 

dan Kabupaten Banyuasin. Sedangkan belanja langsung terkecil dimiliki oleh 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilira pada tahun 2015. Seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam membiayai belanja 

langsung masih bergantung pada dana alokasi umum dari pemerintah pusat, 

dimana terlihat dari jumlah dana alokasi umum yang lebih besar daripada 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 Kab. Lahat 32,997 33,722 37,555 622,782 703,888 938,517 848,883 817,370 757,885

2 Kab. Musi Banyuasin 53,150 59,484 68,733 131,033 324,838 347,346 1,014,467 1,229,177 1,488,996

3 Kab. Musi Rawas 22,466 24,229 31,607 578,786 641,790 643,608 718,114 735,483 677,362

4 Kab. Muara Enim 70,755 52,949 51,788 610,384 673,162 785,356 1,122,491 1,094,747 796,483

5 Kab. Ogan Komering Ilir 34,190 21,850 25,889 958,999 1,049,995 1,052,112 789,179 957,747 882,929

6 Kab. Ogan Komering Ulu 27,486 26,339 22,308 568,563 635,552 636,452 498,157 401,473 467,930

7 Kota Palembang 479,113 536,553 602,013 1,210,605 1,292,125 1,507,479 1,263,713 1,242,349 1,589,527

8 Kota Prabumulih 20,180 21,850 30,345 406,701 414,174 415,882 539,765 474,209 521,723

9 Kota Pagar Alam 5,545 5,762 5,165 351,582 390,188 390,845 483,187 472,281 462,365

10 Kota Lubuk Linggau 19,666 22,255 29,252 415,550 446,789 448,144 389,061 397,606 350,616

11 Kab. Banyuasin 39,303 56,842 55,730 829,437 930,551 931,958 759,456 727,365 857,493

12 Kab. Ogan Ilir 13,341 62,844 178,608 557,403 623,839 625,366 338,917 377,873 713,155

13 Kab. OKU Timur 19,946 21,196 19,021 693,715 760,212 762,354 457,152 623,415 644,418

14 Kab. OKU Selatan 11,081 8,016 7,851 523,634 588,216 590,456 476,866 565,139 528,518

15 Kab. Empat Lawang 9,063 9,773 10,752 366,775 416,953 419,599 449,558 379,948 421,146

16 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 1,991 7,110 29,842 186,115 319,054 331,768 169,468 580,450 673,422

17 Kab. Musi Rawas Utara 7,558 13,052 11,458 324,442 378,122 395,256 457,273 562,693 538,985

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan

Pajak Daerah
Kabupaten/Kota No

Dana Alokasi Umum Belanja Langsung
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pajak daerah. Dapat disimpulkan bahwa ketergantungan daerah pada dana 

pemberian dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. 

Pertumbuhan pajak daerah yang meningkat setiap tahunnya dari 2015 

sampai 2017, memiliki hubungan yang positif dengan belanja langsung yang 

ikut meningkat setiap tahunnya. Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan ada 3 kabupaten/kota yang memiliki relevansi hubungan 

pertumbuhan positif antara pajak daerah dengan belanja langsung daerah 

dimana belanja langsung daerahnya setiap tahun selalu mengalami 

peningkatan yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

Sementara itu, pertumbuhan dana alokasi umum yang meningkat 

setiap tahunnya dari 2015 sampai 2017, memiliki hubungan yang positif 

dengan belanja langsung yang ikut meningkat setiap tahunnya. Dari 17 

kabupaten/kota ini ada 4 kabupaten/kota yang memiliki relevansi hubungan 

pertumbuhan positif dengan belanja langsung daerah dimana belanja langsung 

daerahnya setiap tahun selalu mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Musi 

Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir. 

Dapat disimpulkan dari penjelasan mengenai data realisasi di atas 

bahwa pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan memiliki 

kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat 

tiap tahunnya. Belanja langsung di masing-masing daerah tersebut sangat 

dipengaruhi oleh dana alokasi umum dan pajak daerah. Namun, kontribusi 



 

10 
 

pajak daerah terlihat lebih kecil dibandingkan dana alokasi umum. Jadi 

sumbangan antara pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja 

langsung daerah cenderung lebih dominan dipengaruhi oleh dana alokasi 

umum. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang "Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) 

Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah pajak daerah dan dana alokasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap belanja langsung daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan? 

2. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja langsung daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?  

3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum secara 

bersama-sama terhadap belanja langsung daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja langsung 

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja 

langsung daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh pajak 

daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, 

perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka 

upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi 

penulisan di masa yang akan datang. 
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